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Koalisi Sipil Desak Stop
Pembahasan RKUHAP

koalisi Masvarakat Sipil kembali mendesak Presiden dan DIPR menghentikan pembahasan
RRUHAP. Masih banvak substansi bermasalah dalam draf terakhir. I3 November 2025,

JAKARTA, KOMPAS — Kualisi Ma
syarakal Sipil untuk Pemba
ruan  Kitab  Undang-undamg
Hukum Acara Pidana mela-
vangkan somasi terbuka kepa-
da Presiden Prabowo Subianto
dan DI'R untuk menghentikan
pembahasan Rancangan KUH
Al dan tidak mengesahkannya
pada Sclasa (18/11°2025)

Draf  Rancangan  KUHAP
{(REUHAP) dimiluy masih me
muat substansi pasal yang ber
masalah vang belum menjamin
pemenuhan dan perdindungan
hak warga negara. Sebaliknya,
disinyalir justru banvak meng-
akomodasi kepentingan aparat
penegak hukum tertentu.

Selain itu, koalisi juga men-
desak agar DPR segera mem-
buka dan memublikasikan in-
formasi resmi draf RRUHAP
terakhir hasil pembalusan s¢
lama ini, khususnya hasil 'a
mitia Kerju RRUHAP per 13
November 2025

“Rami mendesah Presiden
untuk menarik drafl RKUHAP
agar lidak dilanjutkan ke pem-
Dbathasan tingkat dua dalam Si-
dang Paripurna DI'R demi per-
bukan sistem hukum acara pe
negitkan hukum vang transpar
an, akuntabel, dan kedepankan
prinsip peradilan vang jujur,
adil, dan inklusif”™ ujar Anf
Maulana, aktivis Yayasan Lem
I Bantuan Hukum Indone
sia (YLBHD, vang mewakili ko-
alisi membacakan somasi ter-

buka dalam  konferensi pers
vang dibagkan melalun video
daring, Minggu

secara

penghormatan HAM dansper=
lindungan warga negara (pad:
RKUHAP). bukan disusun un-
tuk  melindun@ “kepentingan
KeKuasian < alal Kepenlingan
instilusi penggak hukum dan
aparat penegak  hukum atag
vang laimnya,” lanjutnya

Pemerintah dan Panja Ko
mist [T DPR telah menyepakati
drafl RKUHAP  dalam  perse-
tujuan tingkat 1 pada 13 No-
vember,  Menunit  rencana,
pengambilan keputusan Lingkat
I dilakukan dalam Sidang Pa-
ripurna DPR terdekat atau pa-
dit Selasa besok

Menurut peneliti Institute
for Criminal Justice Reform
(ICJR), Iutahsan, subslansg
dral RKUHAY yang disepakati
pemerintah dan DPR - untuk
diliwa ke Rapal  Puripuria
DI'R tidak  berubah  dan
draf bulan Juli 2025 vang men-
dupat penolakan publik secara
luas

Dral terakhir, berdasarkan
penelusuran koalis yang meng
tkuti pembahusan melalur ka
nal Youtube DPR selama dua
har (12-13 November), masih
helum mengadops: me
pengawasan dan pemy
an kekuasaan (check and ba
lances) serta pengawasan peng-

adilan (udicial serutiny antar-
penegak hukum, Misalnya, be
lum ada pengaturan mengenai
habeas worptis atay sesedrang
vang ditaban. atau ditangkap
harus dihadapkan kepada ha-
kim.

“Judicial_scrileny Udak di-
bahas sama Sekali dalam dua
har it,” kata Hitahsan atau
biasa disapu Tita

Rentan menjebak warga

Problem Laid, menuput®dia;
REUHAPjuga mengator upaya
paksa lain, séperti penvadapan,
tetapimenyerahkan pengatur-
an  lanjutannya kepada  un-
dang-undang vang:hinga saat
i belum terbentuk

“Jadi, kita lidak tdhu nanti
penyidik - kettks BREUHAP di-
suhkan akan seperti apa me-
laksanakan  peny an  dan
akan terbalas seperly apa pe
laksanaannya. Kita juga ldak
tahu karena konstrukst di da
lam RKUHAP masih berma-
salah, Ini problem dani Juli
yang sudah kita suarakan,” kata

1.

Hal-hal Lunnya vang masih
dianggap perlu dibalies ulang
oleh koalisi adalah terkat de
ngan  mckanisme  restonlie
Justioe atau penerapan keadilan
restoratif di tingkat penyehidik
an, metode investiygasi dan pe
nyidikan yang scharusnyva baru
dilakukan ketika sudah didapati
ada tindak pidana (penyidikan),

tetapi dapat digunakan di ting
kat penvelidikan schingga ren
tan dilakukan untuk menjebak
Warga,

Senada dengan Tita, Arif pun
memintd pemerintah dan DPR
untuk “merombak  ulang sub-
stansi draffRRUHAP dan me-
lukukan pembuhiasan ulang, I'e
rombikan itu dintaksudkan un
tuk 1|1l-m]n-1'ku;|l)l.'r:ﬁw'uf serul
J'u_\' dan melanisme checks aned
hualices |I|'r='|.‘,'|:|-<.'m hukum pi
dina sehagmimana  divsulkam
koalsi dalam draf tandingan
yvang sudah  disampakan ke
DPR dan pemerintah.

Penegak hukum tak siap

Tita_juga mengungkapkan
kekhawatiraniya apabila REU-
HAP tersebint betul-betul di-
sahkan menjadi - undang-un-
dang Sebab, hanva tersisa wak-
tu 15 bulan untuk polisi, jaksa,
hakim, dan petugas pemasya
rikatun di seluruh Indonesu
uinluk mempersiapkai din ime-
nerapkan KUHAP baru, Sebab,
menurul rencina, KUHAP baru
dan KUHI' 1kan diberlukukan
bersamaan muly 2 Januari
2026,

“Kita lihat akan cukup ba
myak ketidakberaturan tenuads
karena enggak bisa dipastikan
hagaimana RKUHAP itu dija
lankan,” kata Tita

RKUHAFP memerlukan 10
aturan pelaksana dalam pene-
rapannya yang paling lama ha-

rus dibuat satu tahun sejak re
guliasi tersebut disahkan, Tita
khawatir, ketika penegak hu-
kum harus melaksan: KU-
HAP baru, aturan pelaksana
atau aturan implementasi be-
lum terbentuk, Padahal, KU-
HAP mengatur tentang pro-
sedur beracara dulam perkara
pidana, bukan aturan mengena
maters pidana/ KUHP,

“Tentu i akan J;}d: kendala
serius Jugan untuk aparat pe
negak hukum di bawah (di se
luruh dacrah). Jadi, ada ma
salah soal kesapan pemberla-
kuan ketentuan ini. Kita minta
hati-hati dan minta pemerintah
mempertimbangkan ulang Ka-
rena akan ada gap (kesenja-
ngan) kalau langsung diber-
lakukan dalam waklu yang cu-
kup singkat dan belum ada
aturan ll'l'lil]!,'l'[]i;l'll;!.\l vang
akhirnys menmbulkan kebi
ngungan di tingkat praktik nan
11" kata Tita

Ketwa Komisi 111 DPR Ha-
biburokhman telah dihubungi
untuk menanggapi somasi dar
koulisi masyarakat sipil terse-
but. Namun, hingga pukul
2030 WIB, 1a belum menang
Eapi

Dikonfimuasi mengenan de
saban masyarkat  sipil ini,
Menten Sekretans Negar Pra
setyo Hadi sampai pukul 2030
WIR jugs tak membalas telepon
ataupun pesan yang dikirimkan
Kompas, (ANAHTGINA)
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